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ABSTRAK 

Badan usaha adalah organisasi yang didirikan oleh lebih dari satu individu guna 

melaksanakan tujuan usahanya yaitu meraup keuntungan. Jika dilihat dari jenisnya 

maka badan usaha dibagi menjadi badan usaha hukum dan non-hukum. Salah satu 

badan usaha yang sering dijumpai adalah Perseroan Terbatas. Dalam sebuah badan 

usaha hukum tentunya ada pengurus yang akan memastikan badan usaha tersebut 

meraih keuntungan. Dalam menjalankan sebuah usaha seringkali sebuah perseroan 

terlilit dengan hutang dan berakhir pada proses kepailitan. Lantas bagaimanakah 

tanggung jawab direksi dalam kepailitan Perseroan Terbatas yang belum memiliki 

status  sebagai badan hukum dan siapa sajakah yang dapat dipailitkan. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis data kualitatif dan  data dikumpulkan secara studi 

kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya dalam pelaksanaan kepialitan 

Perseroan Terbatas yang belum memiliki status sebagai badan hukum maka beban 

kepailitan tersebut bukan merupakan beban perseroan melainkan menjadi tanggung 

jawab dari Pendiri, Direksi, Komisaris secara tanggung renteng dan apabila harta 

kekayaan perseroan tidak dapat menutup kerugian tersebut maka mereka juga harus 

bertanggung jawab secara tanggung renteng yang sejalan juga dengan Pasal 14 ayat (1) 

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Debitur kehilangan haknya untuk menguasai 

perseroan sehingga pengurusan tersebut dialihkan kepada Kurator. Oleh karena itu 

sebaiknya para jajaran pengurus perseroan bisa lebih berhati-hati dalam melakukan 

perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang menyebabkan 

timbulnya utang sehingga perseroan tidak perlu sampai kepada mekanisme kepailitan. 
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